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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan di Bab I dan Bab II 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

Eksistensi Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 

(LPBBTI) di dalam lembaga pendidikan tinggi bukan merupakan cara yang tepat 

bagi perguruan tinggi untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara 

ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya. Adanya bunga dan tenor membuat 

mekanisme bantuan biaya pendidikan yang dtawarkan melalui LPBBTI, bukan 

merupakan pinjaman dana sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 76 Ayat 2 

Huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang dapat di 

berikan yaitu: 

1. Perguruan tinggi sebaiknya melakukan evaluasi ulang kerja sama dengan 

penyelenggara LPBBTI, jika di temukan ketidaksesuaian dengan peraturan 

perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  kerja  sama  tersebut  perlu 
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dipertimbangkan kembali apakah akan dilanjutkan dengan melakukan beberapa 

perubahan terhadap dokumen kerja sama atau mengehentikan hubungan kerja 

sama. 

2. Mahasiswa sebelum mengajukan pinjaman dana biaya pendidikan, ada baiknya 

memperhatikan kembali peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai 

atau tidaknya platform pinjaman dana yang akan dituju. 

3. Pemerintah perlu melakukan revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi, khusunya pada Pasal 76 Ayat (2) Huruf c, untuk 

menegaskan kembali mengenai skema pinjaman dana tanpa bunga yang seperti 

apa yang sebenarnya dikehendaki dalam pasal tersebut. 
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